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Mempertimbangkan Efisiensi dalam RUU KUHAP 

Choky Risda Ramadhan  1

!
Pendahuluan 
Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu sentral dalam revisi hukum acara pidana di Indonesia. HAM 
memang penting untuk dijadikan prioritas dengan meninjau praktik dan/atau potensi pelanggaran 
HAM yang terjadi saat ini. Di Jakarta misalnya, LBH Jakarta dalam penelitiannya tahun 2008 
memperoleh data bahwa 81,1% dari 639 responden mengaku disiksa saat diperiksa polisi.  Selain 2

itu, penahanan yang diatur dalam KUHAP saat ini dinilai terlalu lama hingga mencapai 410 hari.  3

Alasan tersebut juga digunakan beberapa negara lain, seperti Rusia  dan Cina , untuk merevisi 4 5

hukum acara mereka. Penyiksaan dan penahanan yang semena-mena mendorong Cina melakukan 
dua kali revisi hukum acara pidana tahun 1979 dengan hukum acara pidana tahun 1996 dan 2012.  6

!
Ratifikasi berbagai konvensi internasional terutama International Convention Against Torture (CAT) 
dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga menjadikan perlindungan HAM 
menjadi salah satu tujuan utama revisi KUHAP.  Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan 7

adalah efisiensi dari pelaksanaan hukum acara pidana tersebut. Jika RUU KUHAP disahkan, 
anggaran dan sumber daya lainnya tentunya akan bertambah. Penambahan anggaran dan sumber 
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daya tersebut misalnya: 1) pemberian bantuan hukum sejak tahap penyidikan ; atau 2) hakim 8

pemeriksa pendahuluan beserta panitera dan staf yang akan ditugaskan.  9

!
Standar tinggi bagi perlindungan HAM dalam merevisi KUHAP perlu diadvokasikan, namun di sisi 
lain RUU KUHAP juga perlu mengatur beberapa prosedur beracara untuk meningkatkan efisiensi. 
Ketidakefisienan prosedur beracara menyebabkan terjadinya praktik beracara yang melanggar 
KUHAP, biaya tinggi yang membebani anggaran negara, dan/atau peluang korupsi guna memenuhi 
kebutuhan anggaran penanganan perkara.  !
Permasalahan Saat Ini 
Berdasarkan data yang tersedia , kita dapat melihat tumpukan perkara di Mahkamah Agung dan 10

terbatasnya anggaran penuntutan di Kejaksaan Agung sebagai salah satu dampak ketidakefisienan 
sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan tersebut memang tidak serta disebabkan oleh 
rumitnya beracara saat ini, tapi juga terdapat faktor lemahnya pengelolaan anggaran di Kejaksaan 
dan sumber daya manusia di Mahkamah Agung. Selain perubahan manajerial di tiap-tiap institusi, 
perubahan hukum acara pidana juga diyakini dapat membuat penanganan perkara menjadi lebih 
efisien. !
Pertama, tunggakan perkara pidana yang disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa (pidana 
biasa) di pengadilan tingkat pertama mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2010, 
tunggakan perkara pidana biasa sebanyak 27.239 kasus , meningkat hingga 30.697 kasus pada 11

tahun 2011.  Angka tersebut meningkat drastis pada tahun 2012, tahun disaat tunggakan perkara 12

yang belum ditangani sebanyak 51.874 dan meningkat lagi hingga 67.196 pada tahun 2013.  13

Menambah jumlah hakim untuk mengatasi tunggakan perkara seringkali dijadikan solusi 
pamungkas, padahal opsi tersebut jelas akan menambah beban anggaran negara. Opsi lain dari sisi 
manajerial ialah penempatan hakim sesuai beban perkara.  
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!
Kedua, keterbatasan anggaran penanganan perkara di Kejaksaan membuat penuntutan menjadi 
tidak maksimal. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan 
dituntut tiap tahunnya. Dalam laporan tahunan Kejaksaan RI 2011, Kejaksaan menganggarkan 
10.100 kasus tidak pidana umum (pidum) yang akan dituntut.  Uniknya, Kejaksaan dapat menuntut 14

sebanyak 96.488 kasus atau 955.32% dari anggaran yang tersedia.  Fakta ini perlu dikritisi untuk 15

memperjelas sumber pendanaan 86.388 perkara yang tidak dianggarkan. Penganggaran seperti ini 
memang tidak ideal karena sulit untuk memprediksi perkara pidana yang akan ditangani. Namun, 
jika penganggaran dilakukan mengikuti banyaknya perkara maka akan membebani anggaran 
negara. !
Kejaksaan kemudian menambah jumlah perkara yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat di laporan 
tahunan Kejaksaan tahun 2012, Kejaksaan menaikan jumlah perkara yang ditangani menjadi 
112.422 perkara. Namun, menaikan anggaran penuntutan tentunya juga akan menambah beban 
negara. Oleh karena keterbatasan anggaran negara yang diberikan, Kejaksaan menyiasati dengan 
mengurangi besaran anggaran penanganan per perkara. Pada tahun 2011, Kejaksaan diberikan Rp. 
29.5 juta untuk menangani 1 (satu) perkara pidum. Angka tersebut berkurang menjadi Rp. 5.8 juta 
pada tahun 2012 , dan mengalami pengurangan lagi menjadi Rp. 3.3 juta pada tahun 2013.  16 17

Konsekuesinya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang terkadang tidak mencukupi 
untuk menyelesaikan suatu perkara.  18

!
Oleh karena keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya, aparat penegak hukum kemudian 
cenderung tidak mematuhi KUHAP untuk menyelesaikan kasus lebih cepat. Misalnya, kasus 
pencurian yang disidang selama 10 menit mulai dari pembacaan surat dakwaan hingga putusan, 
meski jaksa menuntutnya dengan acara pemeriksaan biasa.  Selain itu, pemerasan oleh aparat 19
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penegak hukum juga menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat.  Keresahan itu 20

dapat dilihat dari Global Corruption Barometer 2013 yang menempatkan kejaksan dan engadilan 
sebagai institusi kedua terkorup setelah POLRI.  Uang tersebut dapat diduga, salah satunya, untuk 21

menutupi kekurangan anggaran penanganan perkara. !
Prosedur Baru di RUU KUHAP 
Saat ini, RUU KUHAP mengatur beberapa prosedur beracara yang berpotensi mengurangi waktu 
penanganan perkara, yang diprediksi membuat prosedur beracara menjadi lebih efisien. Pertama, 
pengaturan penghentian perkara demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu oleh 
jaksa penuntut umum. Pengaturan tersebut memperluas praktik saat ini yang hanya memberikan 
kewenangan menghentikan perkara demi kepentingan umum kepada Jaksa Agung melalui UU 
Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004).  Dalam RUU KUHAP, tim perumus mengatur beberapa 22

persyaratan bagi penuntut umum untuk menggunakan kewenangan tersebut. Persyaratan tersebut 
ialah:   23

1.	 tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;       
2.	 tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun;       
3.	 tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;       
4.	 umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau;       
5.	 kerugian sudah diganti bagi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima)      

tahun 	  24

!
Penulis menilai persyaratan tersebut cukup tepat karena membuka kesempatan yang sah bagi 
penuntut umum menghentikan perkara yang mungkin “tidak perlu” disidangkan. Perkara tersebut 
ialah perkara dengan kategori ringan, tersangka sudah tua, atau sudah terjadi pemulihan antara 
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tersangka dengan korban. Sehingga sumber daya penegak hukum dapat terfokus pada perkara-
peraka penting dan/atau besar.  !
Kedua, jalur khusus yang disebut tim perumus sebagai plea bargaining  meskipun keduanya 25

memiliki karakteristik yang berbeda.  Penyebaran konsep plea bargaining dari AS didasari karena 26

keberhasilan plea bargaining di AS dalam mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara.  Di 
Amerika Serikat, 97% perkara pidana pemerintah pusat dan 94% perkara pidana pemerintah negara 
bagian diselesaikan melalui Plea Bargaining.  27

!
Jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui perbuatan tindak pidana yang didakwakan. 
Dampak dari pengakuan tersebut, terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan 
disidang menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat.  Perubahan dari sidang acara 28

pemeriksaan biasa ke sidang acara pemeriksaan singkat diharapkan membuat proses persidangan 
menjadi lebih cepat.  !
Dalam acara pemeriksaan singkat, RUU KUHAP mengatur bahwa persidangan dipimpin oleh 1 
orang hakim.  Pengaturan ini dinilai tepat meninjau hasil pemantauan MaPPI yang menemukan 29

hakim anggota cenderung sekedar duduk, atau bahkan tertidur pada persidangan yang 
pembuktiannya dianggap mudah oleh hakim dan penuntut umum.  Pengaturan ini membuat 30

sumber daya manusia, hakim, dapat dialokasikan untuk perkara besar yang sulit pembuktiannya.  !
Penutup 
Pemangku kebijakan di Indonesia masih jarang mendiskusikan prosedur beracara yang mendorong 
efisiensi. Diskursus yang berkembang masih seputar perlindungan HAM. Tidak dapat dipungkiri, isu 
HAM sangat penting dan mendesak untuk dibahas dan diperkuat perlindungannya di RUU KUHAP. 
Namun berdasarkan fakta bahwa KUHAP saat ini tidak dapat berjalan dengan semestinya karena 
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kekurangan sumber daya, proses legislasi RUU KUHAP perlu membahas prosedur-prosedur yang 
membuat hukum acara lebih efisien untuk mengatasi permasalahan kekurangan sumber daya. !
Alasan penting lainnya, kedua isu tersebut (efisiensi dan HAM) berpotensi saling bertentangan satu 
sama lain. Pengalaman tersebut terjadi di Taiwan dimana terlalu berfokus pada efisiensi sehingga 
berakibat tidak seimbangnya “pertarungan” antara penuntut umum dengan terdakwa atau 
pengacaranya.  Ketidakseimbangan ini mengakibatkan sistem adversarial yang didorong untuk 31

lebih melindungi HAM terdakwa tidak tercapai dengan maksimal.  Dengan dimulainya pembahasan 32

keduanya (efisiensi dan HAM), Indonesia dapat mencari jalan keluar terbaik dalam merumuskan 
KUHAP yang tidak hanya berfokus pada salah satu isu. 

Selain itu, para pemangku kebijakan dapat mengkritisi prosedur baru yang ditawarkan dalam 
RUU KUHAP. Dan juga, RUU KUHAP masih dapat mengatur beberapa alternatif prosedur yang 
meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara. Pembahasan tersebut dapat dilakukan dengan 
mempelajari pengalaman negara-negara lain dalam melakukan revisi hukum acara pidananya, yang 
selama kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi di beberapa negara seperti Cina, Jepang, Taiwan, Italia, 
Rusia dan negara pecahan Uni Soviet lainnya.
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